Pemerintah Kabupaten Siak

	Bab VI
	
	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN


enyelenggaraan tugas umum pemerintahan merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kepemerintahan secara keseluruhan. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak selama tahun 2015 sebagaimana diuraikan berikut ini.

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Landasan Hukum Kerjasama Antar Daerah

Dasar hukum pelaksanaan kerjasama antar daerah antara lain : 

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  38  Tahun  2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha  Dalam Penyediaan Infrastruktur

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah                    Menjadi Undang-Undang

d. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bab XVII tentang Kerjasama Daerah dan Perselisihan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;

k. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Uraian ke V tentang Hal–hal Khusus Lainnya,  poin ke delapan ( 8 ) menjelaskan tentang tata cara penganggaran kerjasama antar daerah.

l. Nota Kesepakatan tanggal 03 November 2011 di Bengkalis, tentang Forum Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional Bengkalis, Dumai, Siak, Pelalawan dan Kepulauan Meranti.
m. Kesepakatan Bersama Para Bupati/Walikota tanggal 25 Januari 2012 di Siak Sri Indrapura tentang Pengembangan Kawasan Regional Bengkalis, Dumai, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti.

n. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Siak - Kabupaten Pelalawan – Kabupaten Bengkalis – Kota Dumai – Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 26 Juni 2013 di Selat Panjang, tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Penyelenggaraan Penebrangan Roll On Roll Of ( Ro-Ro), Listrik, Rumah Sakit Rujukan, Kelautan dan Perikanan. 

o. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kabupaten Siak tanggal 24 Oktober 2013 di Pekanbaru, tentang Kerjasama Pembangunan Daerah.

p. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tanggal 16 Desember 2014 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan. 
q. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 162.2/HK/KPTS/2015, tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Siak dan Sekretariat Tim.
2. Isu Strategis Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Siak 

Dalam perkembangannya selama ini, sebagian daerah yang memiliki kesamaan kebutuhan telah memiliki kesadaran untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain disekitarnya, adapun isu strategis yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah seperti peningkatan pelayanan publik, kawasan perbatasan, tata ruang, penanggulangan bencana dan penanganan potensi konflik, kemiskinan dan pengurangan disparitas wilayah, peningkatan peran provinsi, serta pemekaran daerah.

3. Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak
Pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan Kerjasama Antar Daerah melalui Forum Kerjasama Antar Daerah SIAP BEDELAU (Siak – Pelalawan – Bengkalis – Dumai – Kepulauan Meranti)  dan Forum Kerjasama Antar Daerah Pekan Sikawan (Pekanbaru – Siak – Kampar – Pelalawan). Sebagai tindak lanjut dari  isu–isu strategis yang telah dikemukakan diatas, Pemerintah Kabupaten Siak melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Siak dan Sekretariat Pengolahan Data Kerjasama Daerah Kabupaten Siak telah merumuskan kebijakan sementara terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah. Kebijakan tersebut diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan,  pengembangan destinasi pariwisata,  peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyelesaian tata batas pemerintahan, dan kerjasama BUMD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Siak Penyelenggara kerjasama antar daerah diantaranya adalah :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Dinas Bina Marga dan Pengairan 
3. Dinas Pariwisata
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

5. Dinas Kesehatan

6. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 

7. Dinas Perhubungan dan Infokom 

4. Forum Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak
Beberapa forum kerjasama antara Kabupaten Siak dengan daerah lainnya yang telah terbentuk antara lain : 

1. Kerjasama dengan 4 (empat) Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya yang tergabung dalam Forum Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional “SIAP BEDELAU” (Siak – Pelalawan – Bengkalis – Dumai – Kepulauan Meranti) yang terbentuk pada  3 November 2011. Tujuan dari Forum Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional “SIAP BEDELAU” adalah :
“MENYATUKAN PERSEPSI SATU VISI DAN MISI DALAM MELAKUKAN PEMBANGUNAN KAWASAN REGIONAL YANG STRATEGIS DI PROVINSI RIAU”.

Tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Menjalin kerjasama dan koordinasi pembangunan antar kawasan;

b. Meningkatkan konektivitas pembangunan infrastruktur pendukung antar kawasan;

c. Meningkatkan akselerasi pembangunan di 5 (lima) Kabupaten/Kota guna mendukung pelaksanaan MP3EI;

d. Meningkatkan aksebilitas antar kawasan guna memperlancar arus barang dan jasa serta transaksi ekonomi;

e. Menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi utama berdasarkan prinsip keterpaduan.
2. Kerjasama dengan 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya yang tergabung dalam Forum Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional “PEKANSIKAWAN” (Pekanbaru - Siak - Kampar - Pelalawan) yang terbentuk pada 24 Oktober 2013. Tujuan dari Forum Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional “PEKANSIKAWAN” adalah :
“PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK, PERCEPATAN PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN, PENGELOLAAN POTENSI DAERAH DENGAN SALING MENGUNTUNGKAN DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT”.

Kemudian tujuan tersebut diprioritaskan pada rencana program kerjasama, antara lain:

1. Tata batas administrasi wilayah;
2. Pembangunan infrastruktur;

3. Pendidikan;

4. Kesehatan;

5. Pariwisata;

6. Perhubungan/ transportasi

7. Lingkungan hidup.

3. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, yakni kerjasama  tentang pembangunan daerah
Maksud dari kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah :

a. Mensinkronisasikan, mensinergikan, dan mengintegrasikan program kegiatan pembangunan masing-masing daerah;
b. Menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan dan penguatan perekonomian masyarakat masing-masing daerah;

c. Mengefisienkan APBD masing-masing kabupaten/kota dengan mengedepankan fungsi regional;

Tujuan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Pemerintah Kota Pekanbaru :

a. Memanfaatkan potensi dan peluang daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan fungsi institusional pemerintah serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kelompok sasaran;

b. Mempercepat upaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan infrastruktur secara terpadu dan berkesinambungan;

c. Percepatan penanggulangan kemiskinan, kebodohan dan ketersediaan infrastruktur.
5. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 

Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Siak telah menandatangani berbagai Nota Kesepahaman (MoU) dengan beberapa daerah yang tergabung dalam forum kerjasama yang telah disepakati. Untuk kegiatan tahun 2015 merupakan kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah disepakati pada tahun sebelumnya.
a. Kerjasama Antar Daerah “SIAP BEDELAU” 
Pada tanggal 05 Agustus 2015, Pemerintah Kabupaten Siak telah mengadakan kesepakatan kerjasama yang dipertegas dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama antara Pemrintah Kabupaten Siak dengan Kepolisian Daerah Riau terkait menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), peningkatan ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menambah perkuatan aparat keamanan di Kabupaten Siak dan sekitarnya, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana dan keselakaan di perairan. Dari Nota Kesepahaman tersebut Pemerintah Kabupaten Siak berencana membangun gedung kantor Direktorat Polisi Air dan Udara, Kepolisian Daerah Riau. Dalam masterplan yang telah dibuat oleh Pemrintah Kabupaten Siak, rancana bangunan terdiri dari Rumah Dinas Brigadir, Rumah Direktur dan Wakil Direktur, Barak Bujang, Rumah Dinas Perwira Menengah, Rumah Dinas Pejabat Utama, Rumah Dinas Perwira Pertama, Mesjid, GOR, Aula Serba Guna, Parkir, Garasi Truk dan bus, Lapangan Tembak, Kantor Utama, Dermaga, Bengkel dan Dok serta Gudang SAR. Mengingat besarnya anggaran yang akan dikeluarkan guna pembangunan komplek Ditpolairud tersebut, Pemrintah Kabupaten Siak berencana untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Forum Kerjasama Antar Daerah “SIAP BEDELAU”. Hal ini perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut mengingat perlunya menciptakan ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di perairan Provinsi Riau.
Selain yang tersebut di atas, realisasi dari pelaksanaan nota kesepahaman “SIAP BEDELAU” tahun 2014 yaitu fasilitasi ambulance untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan dirujuk di RSUD Kabupaten Siak masih berlanjut tahun 2015. Hasil kerjasama ini telah dinikmati masyarakat dalam pelayanan kesehatan antara Kabupaten Siak dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak dengan Kabupaten Bengkalis, pelayanan listrik dari BUMD Kabupaten Pelalawan kepada beberapa kecamatan di Kabupaten Siak serta penyelesaian perbatasan antara Kabupaten Siak dengan Kabupaten Pelalawan.
b. Kerjasama Antar Daerah “PEKANSIKAWAN”
Pada tahun 2015 telah diadakan rapat-rapat koordinasi “PEKANSIKAWAN” dan rapat dalam rangka persiapan kunjungan Menteri BAPPENAS/PPN ke Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
	No.
	Uraian
	Keterangan

	1.
	Tanggal 03 Maret 2015, Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Riau
	Rapat Koordinasi Pelaksanaaan Pembangunan di Provinsi Riau yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau/ Bappeda Provinsi Riau. Dalam rapat ini membahas tentang :

· Gambaran Umum Provinsi Riau (capaian pembangunan dan kinerja daerah)
· Isu–isu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (hasil rakernas APPSI Ambon), Pilkada serentak, tata kelola dan pemerintahan kab/kota.

· Harmonisasi RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau 

· Arah Kebijakan Provinsi Riau 

· Kerjasama Pembangunan (PEKANSIKAWAN, SIAP BEDELAU dan pengembangan transportasi pelabuhan). 

Pada pertemuan ini Pemerintah Provinsi Riau melalui Bappeda Provinsi Riau dan Dan Dinas Cipta Karya Provinsi Riau akan membuat Masterlan tentang Pembangunan Kawasan “PEKANSIKAWAN”. Selain itu Pemerintah Provinsi Riau akan mengadakan pertemuan secara intensif dengan daerah yang menjadi anggota Kerjasama Antar Daerah Siap Bedelau untuk membahsan tentang kemajuan kerjasama “SIAP BEDELAU”. 

	2.
	Tanggal 13 Maret 2015, Rapat Koordinasi “PEKANSIKAWAN”
	Rapat Koordinasi “PEKANSIKAWAN”, diadakan oleh Pemerintah Provinsi Riau, dimana dalam rapat tersebut menegaskan bahwa Forum Kerjasama Antar Daerah “PEKANSIKAWAN” perlu dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan daerah yaitu RPJMD masing-masing daerah. Dalam pertemuan ini membahas tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung kerjasama “PEKANSIKAWAN”, meliputi objek, subjek, ruang lingkup, hak dan kewajiban pelaku kerjasama daerah/para pihak, jangka waktu kerjasama, pengakhiran, dan penyelesaian perselisihan. Selain itu dalam pertemuan kali ini juga membahas tentang bantuan transportasi untuk menunjang transportasi di kawasan regional “PEKANSIKAWAN” yang bersumber dari Kementerian Perhubungan, yaitu bantuan bus sebanyak 60 unit, dan dalam pertemuan ini juga membahas tentang perlunya membentuk Sekretariat Bersama “PEKANSIKAWAN”. 

	3.
	Tanggal 30 Juli 2015, Rapat Kerjasama Antar Daerah “PEKANSIKAWAN” dalam rangka peresiapan Menteri BAPPENAS/PPN. 
	Rapat Kerjasama Antar Daerah “PEKANSIKAWAN”, dalam rangka persiapan kunjungan Menteri BAPPENAS/PPN, rapat ini di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau/ Bappeda Provinsi Riau, dimana rapat ini diikuti oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dalam rapat ini mensinergikan antara tujuan penyelenggaraan kerjasama antar daerah “PEKANSIKAWAN” dengan pembangunan kewilayahan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015. Dimana dalam pengembangan kerjasama “PEKANSIKAWAN” masing-masing daerah menyesuaikan dengan potensi yang dimilikinya masing-masing, yaitu:

· Kota Pekanbaru berencana menjadi pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan.

· Kabupaten Siak berencana mengembangkan Kawasan Industri Tanjung Buton, Potensi Pariwisata dan Budaya.

· Kabupaten Kampar akan mengembangkan agroindustry atau pertanian dan wisata.

·  Kabupaten Pelalawan berencana akan mengembangkan Technopark, Kawasan Permukiman dan Pusat Perbelanjaan, serta objek wisata alam Bono.

Selain itu terdapat juga keselarasan antara Program Jangka Menengah Nasional di Provinsi Riau yang berkaitan dengan Kerjasama “PEKANSIKAWAN”, yaitu : 

· Pembangunan Jalur Kereta Api Pekanbaru – Buatan – Tanjung Buton

· Pengembangan sisten transit dan semi BRT Kota Pekanbaru

· Pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II

· Pengembangan pelabuhan Pekanbaru

· Pengembangan Pelabuhan Tanjung Buton

· Pembangunan jalan Sikijang Mati – Perawang – Sp. Buatan Km. 11 – Siak Sri Indrapura – Mengkapan ( outer ring road )

· Pembangunan jalan Simpang Kulim – Pelabuhan Dumai

· Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai

· Pembangunan jalan Pekanbaru – Bypass – Kampar, Siak dan Pelalawan.


c. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru 
Pada tanggal 25 Maret 2014 telah ditandatangani MoA antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam bidang perhubungan yaitu tentang penambahan route Trans Metro Pekanbaru yang akan melewati Kabupaten Siak tepatnya di Kecamatan Minas. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2014 telah ditandatangani MoU antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 100/KER/XII/22/2014 dan Nomor : 13/HK/MoU/2014  tentang kerjasama pembangunan daerah, yang meliputi Tata Batas Administrasi Wilayah, Pembangunan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, Perhubungan/ Transportasi, dan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Pemerintah Kota Pekanbaru belum dapat direalisasikan pada tahun 2014. Realiasinya akan mulai  ditindaklanjuti pada tahun 2015.
6. Permasalahan dan Solusi
Adapun permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah antara lain :

a. Belum dibentuk sekretariat bersama yang berfungsi sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kerjasama antar daerah. Solusinya Perlu membentuk Sekretariat Bersama yang bertugas sebagai Pembina dan Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.
b. Belum adanya kajian yang mengkaji tentang pengembangan potensi kerjasama antar daerah, sehingga sebelum merumuskan objek yang akan dikerjasamakan, setiap daerah akan mengerti tentang peran, resiko dan dampak dari pelaksanaan kerjasama antar daerah tersebut. Solusinya perlu disusun kajian yang mengkaji tentang potensi kerjasama antar daerah tersebut.
c. Belum maksimalnya peran serta pihak Pemerintah Provinsi Riau yang secara formal berfungsi sebagai Pengawas dan Pembina kerjasama antar daerah. Solusinya kedepan diharapkan Pemerintah Provinsi Riau lebih proaktif dalam membina kerjasama antar daerah yang telah terbentuk.
d. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama, baik perumusan kerjasama baru maupun impelementasi dari kesepakatan kerjasama yang telah ada, karena adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan masing-masing daerah baik ditingkat perencanaan, penganggaran, regulasi dan pelaksanaan. Solusi yang dilakukan dengan melakukan peningkatan koordinasi antar daerah secara intens melalui pertemuan atau rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin.
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan dan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga didasarkan pada pertimbangan kegiatan saling menguntungkan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Siak melakukan berbagai kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam rangka meningkatkan kapabilitas daerah serta memperluas keterlibatan pihak ketiga dalam pembangunan daerah.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang melibatkan beberapa pihak diantaranya kementerian/lembaga non departemen, universitas/ perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, rumah sakit umum daerah dan swasta serta perusahaan-perusahaan. Kerjasama yang terjadi sebagian merupakan kerjasama lanjutan dari kontrak sebelumnya dan sebagian lagi merupakan kerjasama yang baru terjadi pada tahun 2015. Adapun kerjasama yang dilakukan meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini :
Tabel 6.1

Kerjasama Kabupaten Siak dengan Pihak Ketiga
Tahun 2015
	NO.
	PIHAK KETIGA
	NOMOR/TANGGAL PERJANJIAN KERJASAMA


	TENTANG/KEGIATAN



	1.
	Universitas Gajah Mada
	NO. 422.5/PDK-SET/961

NO.1976/DA-AK/VIII/2015

(24/08/2015)

	Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Tahun Akademik 2015/2016

	2.
	Institut Pertanian Bogor
	NO.421.4/PDK-SET/140

NO.    /IT3/KsP/2015

(13/07/2015)
	Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Tahun Akademik 2015/2016


	3.
	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
	NO.422.5/PDK-SET/822

(15/07/2015)


	Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Tahun Akademik 2015/2016


	4.
	Politeknik Bandung
	NO.421.4/PDK-SET/1013.b 
NO.1418.1/PL/DN/2014
(15 Agustus 2014)

	Kerjasama Program Pendidikan Diploma III Administrasi Bisnis

	5.
	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)
	NO. HK.201/II/146/
STTD/2015

NO.03/HK/PK/2015

(18/02/2015)

	Kerjasama Program Pendidikan Diploma II

	6.
	Batam Tourism Polytechnik (BTP)
	NO.6/HK/MoU/2015

NO.014/MoU/

D-BTP/V/2015


	Kerjasama Program Pendidikan Diploma IV

	7.
	RSUD Kabupaten Siak
	441/Diskes/Yankes-Jamkesda/2015/

814/RSUD/03
(01/01/2015)

	Rumah Sakit Rujukan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)/ Dinas Kesehatan

	8.
	RSUD Selasih Pelalawan
	441/DISKES/YANKES/
003
445/RSUD/2015/02
(02/01/2015)
	Rumah Sakit Rujukan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)/ Dinas Kesehatan


	9.
	Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
	HK.06.01/II/0031/2015
800/DISKES/YANKES/
2015/02
(01/01/2015)

	Rumah Sakit Rujukan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)/ Dinas Kesehatan

	10.
	RSUD Arifin Achmad Pekanbaru
	800/DINKES/YANKES/

2015/07
027/DIR.YANMED/RSUD/2015/642.01
(02/01/2015)

	Rumah Sakit Rujukan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)/ Dinas Kesehatan

	11.
	Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru
	138/PKS/DIR/VI/1436HP
(02/01/2015)
	Rumah Sakit Rujukan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)/ Dinas Kesehatan


	12.
	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun Kusumo Jakarta
	HK 05.01/XI.3/0220/
2015
800/DISKES/YAKES/
2015/001

(02/01/2015)

	Rumah Sakit Rujukan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)/ Dinas Kesehatan

	13.
	Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau
	800/DISKES/YANKES/
2014/06
415.4/RSJT-MOU/38.12
(05/01/2015)

	Rumah Sakit Rujukan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)/ Dinas Kesehatan

	14.
	Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta
	800/DISKES/YANKES/

2014/2045
HK.05.01/II.2.2/08878/

2014
(01/10/2014)


	Rumah Sakit Rujukan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)/ Dinas Kesehatan

	15.
	RSUD Kec. Mandau Duri
	445/RSUD-MDU/2015/22
441/DINKES/YANKES-JAMKESDA/2015/007
(02/01/2015)

	Rumah Sakit Rujukan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)/ Dinas Kesehatan

	16.
	Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
	01/HK/MoU/2014
01/14.540/MoU/1/2014

(02/01/2014)
	Pengelolaan, Penyebarluasan Informasi dan Pemanfaatan Data Statisik



	17.
	Sub Divisi Regional Bengkalis Perum Bulog


	02/HK/PK/I/2015

002/03D01/I/2015

(05/01/2015)

	Penyaluran dan Pembayaran Beras Miskin Kabupaten Siak Tahun 2015

	18.
	Sekolah Tinggi Transportasi Darat
	HK.201/II/146/STTD/
2015

03/HK/PK/2015
(28/02/2015)

	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat



	19.
	Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura 
	180/HK/KB/2015/4

1988/N.4.14.8/Gs.1/10/
2015

(27/10/2015)
	Fasilitasi Pembinaan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara



	20.
	Universitas Islam Riau
	01/HK/MoU/2015

369/A-UIR/1.2015

(23/01/2015)
	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Jajaran Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Siak Provinsi Riau berikut kelembagaannya melalui Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat



	21.
	Kepolisian Daerah Riau
	02/HK/MoU/2015

B/283/I/2015
(29/01/2015)

	Pembangunan Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Riau di Kabupaten Siak


	22.
	Pertamina Foundation
	04/HK/MoU/II/2015

104/PF-KPF/SP/II/2015
(26/02/2015)

	Program Pengembangan Pendidikan Kabupaten Siak



	23.
	Kementerian Agama
	05/HK/MoU/2015

94 Tahun 2015

(27/05/2015)
	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Jajaran Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau melalui Pemberian Bantuan Hukum, Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum di Kabupaten Siak



	24.
	Direktur Batam Tourism Polytechnic
	6/HK/MoU/2015

014/MoU/D-BTP/V/2015

(19/05/2015)

	Kerjasama dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



	25.
	BPJS Ketenagakerjaan
	28/MoU/V/2015

7/HK/MoU/2015

(20/05/2015)

	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

	26.
	PT. Gagas Energi Indonesia
	8/HK/MoU/2015

021000.MoU/PP.03/UT/
2015

(22/09/2015)
	Kerjasama Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Bentuk Compressed Natural Gas (CNG) di Wilayah Kabupaten Siak

	27.
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
	9/HK/MoU/2015

W4-HM.03.04-3326

(01/10/2015)
	Penyusunan dan Pelaksanaan Pembangunan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia di Daerah


	28.
	Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura
	10/HK/MoU/2015

1989/N.4.14.8/Gs.1/10/ 2015

(27/10/2015)
	Kerjasama dalam Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta yang berkait dengan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Jajaran Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Siak



	29.
	Komando distrik Militer 0303/Bengkalis
	11/HK/MoU/2015

B/618/X/2015

(27/10/2015)
	Membantu Tugas Pemerintahan di Daerah Dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



Sumber : Data Gabungan
3. Permasalahan dan solusi
Dalam penyelenggaraan kerjasama Pemerintah Kabupaten Siak dengan pihak ketiga sampai saat ini tidak ditemukan permasalahan yang berarti.
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
1. Kebijakan dan Kegiatan
Di Kabupaten Siak terdapat wadah formil yang dapat menunjang terselenggaranya koordinasi dengan instansi vertikal secara berkala yang disebut Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) yang beranggotakan Bupati Siak, Wakil Bupati Siak, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Ketua DPRD Kabupaten Siak, Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Ketua Pengadilan Negeri Siak, Kepala Polisi Resort Siak, Dandim 0303. 
Selain FORKOPIMDA, Pemerintah Kabupaten Siak juga telah mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dalam bentuk koordinasi/kerjasama kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikasi tanah pemda, dan koordinasi/kerjasama dengan Pengadilan Agama Bengkalis dalam Kegiatan Pelayanan Akte Kawin/Nikah Melalui Sidang Istbat, dan lain sebagainya.
Forum ini merupakan suatu wadah pemerintah daerah untuk menerima pendapat dan atau masukan serta informasi dari anggota forum tersebut terkait dengan perkembangan situasi sosial politik dan keamanan terkait stabilitas nasional sehingga dapat lebih respon terhadap permasalahan yang terjadi dan dapat segera ditemukan solusi pemecahan masalah.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Selama tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Siak selalu berkoordinasi dengan instansi vertikal di daerah dengan melakukan rapat FORKOPIMDA secara berkala. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.780.189.920,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.628.596.920,00 atau 91,48% dari yang dianggarkan.
Selain itu Pemerintah Kabupaten Siak telah mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dalam bentuk :

· Koordinasi/kerjasama dengan Pengadilan Agama Bengkalis dalam Kegiatan Pelayanan Akte Kawin/Nikah Melalui Sidang Istbat dengan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.1.130.494.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.462.659.000,00 atau 40,93%.

· Koordinasi/Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kegiatan Identifikasi, Inventarisasi, dan Pengusulan Pembuatan Sertifikat Tanah Pemda Kabupaten Siak dengan anggaran tahun 2015 sebesar Rp.827.220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.594.671.330,00 atau 71,89%.

3. Permasalahan dan Solusi
Dalam penyelenggaraan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan instansi vertikal di daerah sampai saat ini tidak ditemukan permasalahan yang berarti.
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH
1. Kebijakan dan Kegiatan
Kebijakan mengenai pembinaan batas wilayah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak adalah menata batas wilayah pemerintahan melalui kegiatan Pelacakan dan pengukuran batas antar kecamatan dan kabupaten/kota.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Untuk tahun 2015 tercatat Program Batas Wilayah Pemerintahan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan batas wilayah, yaitu Kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan Pelacakan dan Pengukuran batas antar Kabupaten Siak dan Pelalawan secara keseluruhan yang dimulai dari Sp. Pipa Gas pada ruas Jalan Meredan Kecamatan Tualang sampai dengan Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit, sepanjang 176,397 km dan merupakan riviu dari pelacakan sebelum dengan harapan hasil pelacakan ini dapat disepakati oleh kedua pihak.
Anggaran yang tersedia melalui APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp.1.525.650.880,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.312.535.000,00 atau mencapai 86,03.% dari yang dianggarkan.
3. Permasalahan dan Solusi
Adapun persoalan Tata Batas Kabupaten Siak dengan Kabupaten sekitarnya, terutama pada Kabupaten Pelalawan secara keseluruhan tidak ada permasalahan terkait batas wilayah administrasi tersebut namun perlu dilakukan penegasan batas pada setiap segmen baik batas antara kabupaten terus dilakukan perundingan untuk penegasan batas terutama dengan Kabupaten Bengkalis, Pelalawan dan Kota Pekanbaru yang selalu memiliki progres dari tahun ke tahunnya. Hanya saja untuk batas dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar hingga saat ini belum ada tanggapan terhadap penawaran segmen batas yang diberikan oleh Kabupaten Siak. Sementara dengan Kabupaten Bengkalis untuk segmen batas di Kecamatan Kandis, Sungai Mandau telah nampak pola yang akan disepakati dan untuk Kecamatan Bunga Raya dan Sabak Auh, Pemerintah Kabupaten Siak telah mengirimkan surat penawaran untuk kesepakatan batas. Seluruh perundingan untuk penetapan batas selain dilakukan dialog antara Tim PBD Kabupaten Siak dengan Tim PBD Kabupaten tetangga yang difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi Riau. 

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
Pemerintah Kabupaten Siak sejak tahun 2013 telah membentuk SKPD baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertanggungjawab untuk menanggulangi terjadinya bencana di Kabupaten Siak. Sepanjang tahun 2015 terdapat beberapa bencana yang terjadi di Kabupaten Siak antara lain :
a. Kebakaran hutan dan lahan seluas 1.327,80 Ha dengan total titik api (hotspot) yang terpantau sebanyak 82 titik (berdasarkan satelit NOAA 18) yang mengakibatkan timbulnya kabut asap. 
b. Kebakaran rumah yang mengakibatkan kerusakan 11 unit rumah dan korban yang diungsikan sebanyak  16 kepala keluarga.

Upaya-upaya penanggulangan terhadap bencana yang terjadi di atas diantaranya :
a. Tim Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak bekerjasama dengan TNI, Masyarakat Peduli Api (MPA), Perusahaan dan masyarakat setempat telah melaksanakan upaya pemadaman/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang mencapai 1.327,80 Ha dengan total hotspot yang terpantau sebanyak 82 titik.
b. Mengungsikan korban bencana kebakaran rumah ke daerah yang lebih aman serta memberikan bantuan dalam bentuk sembako, sandang dan kebutuhan lainnya.
2. Status Bencana

Bencana yang terjadi di Kabupaten Siak seperti kebakaran rumah, hutan dan lahan yang termasuk dalam kategori status bencana lokal.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
Selama tahun 2015 terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak, antara lain :
1) Program Peningkatan, Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Kegiatan Sosialisasi Norma; Standar; Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran. Anggaran yang tersedia melalui APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 766.040.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 684.568.000,00 atau mencapai 89,36.% dari yang dianggarkan.
b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran. Anggaran yang tersedia melalui APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 440.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 419.221.300,00 atau mencapai 95,13.% dari yang dianggarkan.
c. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. Anggaran yang tersedia melalui APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.102.106.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.919.606.540,00 atau mencapai 94,12% dari yang dianggarkan.
d. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. Anggaran yang tersedia melalui APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 492.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 400.300.000,00 atau mencapai 81,33.% dari yang dianggarkan.
e. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran. Anggaran yang tersedia melalui APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar           Rp.2.740.900.000,00 dengan realisasi sebesar                   Rp.2.731.300.500,00 atau mencapai 99,65.% dari yang dianggarkan.
f. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan  bahaya kebakaran. Anggaran yang tersedia melalui APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 4.741.221.000,00 dengan realisasi sebesar        Rp.4.367.820.666,00 atau mencapai 92,12.% dari yang dianggarkan.
g. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. Anggaran yang tersedia melalui APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 4.264.926.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.780.286.250,00 atau mencapai 88,64.% dari yang dianggarkan.
2) Program Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana alam.
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
a. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam. Anggaran yang tersedia melalui APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp.98.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.77.920.000,00 atau mencapai 79,31.% dari yang dianggarkan. 
b. Kegiatan Pelatihan penanggulangan dan bencana berbasis pemberdayaan masyarakat (relawan). Anggaran yang tersedia melalui APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp.569.105.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.352.792,000,00 atau mencapai 61,99.% dari yang dianggarkan.
c. Kegiatan Pemetaan resiko bencana. Anggaran yang tersedia melalui APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp 986.996.000.,00 dengan realisasi sebesar Rp.867.819.800,00 atau mencapai 87,93.% dari yang dianggarkan
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana, beberapa langkah yang telah diambil antara lain :
a. Melakukan pendataan terhadap daerah rawan bencana alam;
b. Pembuatan sekat kanal;
c. Pembangunan bronjong/turap/talud;
d. Penghijauan lingkungan;
e. Pelatihan penanggulangan bencana alam;
f. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bencana alam;
g. Sosialisasi potensi bencana alam;
h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait;

i. Memberikan Pelatihan dasar masing masing Desa/Kampung ada 5 (lima) orang satgas untuk 9 Desa/Kampung ,dan lanjutan untuk pemantapan bagi Satgas Balakar Desa/Kampung yang masing-masing desa ada 5 (lima) orang satgas untuk 67 desa/Kampung yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan

j. Memberikan pelatihan relawan, sebanyak 70 orang dalam penanggulangan bencana, yang terdiri dari 55 orang pramuka, 7 orang PMI dan 8 orang dari BPBD.

5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Sesuai kondisi keadaan geografis Kabupaten Siak maka potensi bencana yang mungkin terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan, banjir, banjir bandang, puting beliung, tanah longsor, kegagalan teknologi, epidemi wabah penyakit, gempa bumi, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kekeringan.

6. Permasalahan dan Solusi
	No.
	Permasalahan
	Solusi

	1.
	Sangat berresiko dalam melaksanakan tugas  penanggulangan  bencana
	Perlu diberikan tunjangan resiko beban kerja

	2.
	Sumber air sedikit
	Perlu pembuatan embung, kanal dan pintu air.

	3.
	Tidak adanya akses kelokasi titik api mengakibatkan sulitnya membawa peralatan Damkar ke lokasi kebakaran, sehingga api cepat merambat ke tempat lain.
	· Diperlukannya alat angkut yang dapat masuk kelokasi titik api di lahan gambut dan bertunggul. 

	
	
	· Dibutuhkan MoU atau kerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla dan musibah lainnya dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Siak

	4.
	Minimnya peralatan dan personil/petugas damkar mengingat luasnya Wilayah Manajemen Kebakaran.
	Diperlukan armada water supplay yang bervolume besar, antara lain 10.000 s/d 30.000 liter. Dibutuhkan alat-alat berat beroda rantai untuk pembuatan sekat bakar dan penggali sumber air. 

	5.
	Kabupaten Siak terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan, sedangkan Pos Pemadam / Cluster baru terbentuk 5 (lima) Kecamatan, yang terdiri dari : 
	Diperlukan penambahan pos pemadam kebakaran / cluster beserta personilnya di 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Minas, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Sei.Mandau, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Pusako, Kecamatan Bunga Raya,  Kecamatan Dayun dan Kecamtan Mempura.

	
	Cluster 1 (Kecamatan Siak, Kecamatan Mempura, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Dayun)
	

	
	Cluster II (Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sabak Auh). 
	

	
	Cluster III (Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Kerinci Kanan).
	

	
	Cluster IV (Kecamatan Kandis dan Kecamatan Minas) 
	

	 
	Cluster V (Kecamatan Tualang dan Kecamatan Sungai Mandau)  
	

	6.
	3 Unit mobil pemadam kebakaran sudah tidak layak pakai
	Perlunya rekondisi/ penambahan  mobil damkar yang baru di setiap cluster yang ada

	7.
	Tiap tahun terjadi banjir di Kecamatan Sei Mandau, Kecamatan Kandis, Kecamatan Siak  mengakibatkan terjadinya pengungsian sehingga di evakuasi ke tempat yang lebih aman.
	· Memindahkan rumah penduduk yang sering di landa bencana banjir ke lokasi yang lebih aman. 

	
	
	· Penduduk yang di evakuasi perlu diberikan bantuan berupa peralatan  (Mobil dapur umum, perahu karet, tenda, dll) dan logistik 

	8.
	Sering terjadinya longsor di Kecamatan Minas
	Perlu di bangunnya turab atau tembok di daerah rawan longsor.


F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Pemerintah pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/ atau kabupaten/kota  untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. Penetapan kawasan khusus yang dimaksud harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kawasan khusus harus memiliki :

1. Rencana penetapan kawasan khusus yang paling sedikit memuat :
· Studi kelayakan yang mencakup antara lain sasaran yang ingin dicapai, analisis dampak terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, ketertiban dan ketentraman, pertahanan dan keamanan
· Luas dan status hak atas tanah

· Rencana dan sumber pendanaan
· Rencana strategis

2. Rekomendasi bupati/walikota dan gubernur yang bersangkutan
3. Rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) setelah berkoordinasi dengan menteri yang bidang tugasnya terkait dengan fungsi pemerintahan tertentu yang akan diselengggarakan dalam kawasan khusus.

1. Jenis Kawasan Khusus di Kabupaten Siak
Adapun jenis kawasan khusus yang ada di Kabupaten Siak diantaranya :
A. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) 

1. Latar Belakang

KITB dibangun dalam rangka mendukung perwujudan Visi 2020 Propinsi Riau “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2020”, dan Visi Jangka Panjang Kabupaten Siak sebagai “Pusat Budaya Melayu di Indonesia yang Maju dan Sejahtera pada tahun 2025”, sehingga perlu didukung oleh kegiatan agroindustri dan didukung oleh jaringan transportasi yang memudahkan pemasaran Kabupaten Siak. Pengembangan KITB ini telah sesuai dengan RTRW Provinsi Riau dan RTRW Kabupaten Siak, yaitu sebagai kawasan peruntukan industri dan pengembangan sistem jaringan transportasi laut, dimana untuk Propinsi Riau ditetapkan 3 (tiga) outlet laut, yaitu Dumai, Tanjung Buton dan Kuala Enok. 

Untuk pengembangan kawasan industri, berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang  Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, KITB ditetapkan sebagai Kawasan Industri (KI),  dalam Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI) di Provinsi Riau selain Dumai dan Bengkalis,  sedangkan pembangunan pelabuhan Tanjung Buton ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul regional berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KP 414 tahun 2013 tentang penetapan  Rencana Induk Pelabuhan Nasional. 

2. Deskripsi Lokasi

KITB berlokasi di Kampung Mengkapan – Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Propinsi Riau, berhadapan dengan  Selat Lalang. Pengembangan KITB terdiri dari 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan industri dan kawasan pelabuhan. Pembangunan kawasan direncanakan seluas lebih kurang 5.500 Ha, pengembangan tahap  pertama seluas 600 Ha, yang terdiri dari 300 Ha untuk kawasan industri dan 300 Ha kawasan pelabuhan. 

3. Keunggulan Kawasan

· Potensi sumber daya alam Kabupaten Siak dan Propinsi Riau yang cukup besar, antara lain di sektor industri perkebunan kelapa sawit, karet, dan sektor industri penunjang minyak dan gas (migas).   

· Secara teknis berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan menyatakan layak sebagai pelabuhan, yaitu memiliki alur pelayaran yang memadai dengan lebar         ± 0,7-1,2 mil, panjang alur ± 36 mil, dan kedalaman bervariasi ± 15-17 m, dan memiliki ombak yang relatif kecil dengan tinggi gelombang ± 0,32-0,98 m (perairan Selat Lalang dan Selat Panjang diapit oleh Pulau Sumatera dan Pulau Padang).

· Letak geografis yang strategis, dimana berada relatif dekat dengan Pekanbaru ibukota Propinsi Riau yaitu ± 140,3 Km dengan waktu tempuh ± 2,5 jam dan relatif dekat dengan alur perairan Internasional Selat Malaka ± 122,2 Km dengan waktu tempuh ± 5 jam.

· Berpotensi menampung kelebihan kapasitas dari Pelabuhan Dumai.

· Ketersediaan lahan yang sudah dibebaskan seluas     5.192 Ha, dimana 600 Ha sudah bersertifikat HPL.
4. Progress Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

a. Dokumen Perencanaan dan Perizinan

Telah disusun Masterplan Kawasan Industri oleh Kementerian Perindustrian dan Bisnis Plan KITB disusun oleh Dinas Perindustrian dan Perdadagangan Provinsi Riau. Sedangkan Masterplan Pelabuhan disusun oleh Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak. Untuk perizinan, Amdal kawasan industri dan Amdal pelabuhan telah tersedia.
b. Pembangunan Kawasan

· Telah tersedia lahan HPL seluas 600 Ha

· Jalan akses menuju kawasan dan jalan poros utama lingkungan kawasan industri  menuju pelabuhan telah dibangun. Tahun 2015, dilaksanakan kegiatan  Peningkatan jalan poros Kampung Penyengat – Futong  tahap I dari total sepanjang  +  11 KM.
· Pelabuhan telah dibangun melalui APBN sejak tahun 2008 hingga saat ini dan telah difungsikan. Pada Tahun 2015, dilaksanakan Pekerjaan penyiapan areal penumpukan dan drainase,   Pekerjaan dermaga tahap II (41 x 20 m2),  dan  Pekerjaan paving block 12.375 m2 
· Untuk keperluan kelistrikan, pada tahap awal direncanakan memanfaatkan kelebihan daya dari PLTMG Rawa Minyak yang berada di dekat kawasan, Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan  komisioning/uji coba tenaga pembangkit  listrik yang dilaksanakan oleh PLN, diharapkan di awal tahun 2016 sudah bisa beroperasi.
c. Kelembagaan Pengelola

Sebagai pengelola kawasan industri telah dibentuk BUMD PT. KITB sesuai Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2004, sedangkan untuk pengelola pelabuhan telah disiapkan  PT. Samudera Siak sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 548 Tahun 2013 tentang pemberian izin usaha kepada PT. Samudera Siak sebagai badan usaha pelabuhan.  

5. Permasalahan dan Solusi
· Belum disahkannya Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau dan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Siak akibat belum diterbitkannya persetujuan substansi kehutanan atas RTRW Provinsi Riau. 
· Belum memadainya infrastruktur pendukung kawasan industri, jalan lingkungan kawasan, fasilitas air bersih, dan listrik. Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum bisa membangun infrastruktur lingkungan kawasan industri karena belum diterbitkannya peraturan pelaksana dari UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.

· Belum dilaksanakannya konsesi penunjukan operator pengelola pelabuhan.

· Salah satu potensi pengembangan kawasan pelabuhan adalah sebagai pelabuhan migas, BOB PT. BSP–Pertamina Hulu berencana memindahkan crude oil sale point yang semula melalui Dumai ke KITB. Pemindahan ini dilaksanakan karena besarnya biaya operasional pengangkutan minyak ke Dumai sejauh 200 Km, dibandingkan ke KITB sejauh 19 Km. Namun, rencana pemindahan ini terkendala dan masih dalam pembahasan di SKK MIGAS. 

Guna mendukung percepatan pengembangan KITB diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait baik pemerintahan pusat, Pemerintah Provinsi Riau, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk : 

· Membantu percepatan penerbitan regulasi-regulasi pendukung, antara lain peraturan pelaksana atas UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dari Kementerian Perindustrian, kepastian penerbitan persetujuan substansi kehutanan pada RTRW Provinsi Riau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta penetapan Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Buton oleh Kementerian Perhubungan.

· Mendukung pembangunan jalan bebas hambatan Pekanbaru – Meredan – Simpang Buatan - Tanjung Buton yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. 

· Mendukung penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Buton dan percepatan pelaksanaan konsesi penunjukan operator pengelola pelabuhan Tanjung Buton yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan.

· Mendukung pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan industri yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian.  

· Mendukung percepatan operasional PLTMG Rawa Minyak oleh PLN.

· Mendukung rencana pemindahan crude oil sale point BOB PT. BSP – Pertamina Hulu yang semula melalui Dumai ke KITB dan memfasilitasinya dengan SKK MIGAS. 

· Hal-hal lain yang mendukung percepatan pengembangan investasi di KITB.
· Mendukung dikeluarkannya izin operasional pelabuhan Tanjung Buton oleh piham Kementerian Perhubungan.
B. Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil - Bukit Batu (GSK-BB)

a. Latar Belakang
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. 

Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan Masyarakat Kabupaten Siak dalam penetapan cagar biosfer Giam Siak Kecil :

· Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak kepada Bupati Siak Nomor 522.5/PHRL/2304 tanggal           10 Oktober 2007

· Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Tasik Betung Kabupaten Siak tanggal 18 Juli 2008.
· Surat Bupati Siak kepada Gubernur Riau Nomor 522.51/DISHUT/77 tanggal 29 Februari 2008.
Penetapan Cagar Biosfer oleh UNESCO pada tanggal 26 Mei 2009

Mencakup areal dengan fungsi berdasarkan zoning yang terdiri dari :

· Zona inti atau areal perlindungan jangka panjang yang cukup luas sesuai tujuan cagar biosfer;
· Zona Buffer (penyangga) atau areal yang berdampingan atau mengelilingi zona inti dengan kegiatan sesuai tujuan konservasi;
· Zona transisi disekitarnya, dimana kegiatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dikembangkan dan dipromosikan.

b. Deskripsi Lokasi

Cagar Biosfer berada di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Siak dan Bengkalis.  Khusus yang berada di Kabupaten Siak Cagar Biosfer GSK-BB memiliki luas 705.271 Ha yang berlokasi di beberapa kecamatan di Kabupaten Siak. Diantaranya Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Siak, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Koto Gasib. Terdiri dari Zona Inti dengan luas      ±178.722 Ha, Zona Buffer (Panyangga) dengan luas               ±222.426 Ha dan Zona Transisi dengan luas ±304.123 Ha.  Adapun kampung-kampung di Kabupaten Siak yang berada dalam Kawasan Cagar Biosfer GSK-BB secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2.

Zona Cagar Biosfer GSK-BB Berdasarkan Kecamatan

	No.
	Zona
	Kecamatan
	Kampung/Kelurahan

	1.
	Inti

(1 kampung)
	Sungai Mandau
	1) Tasik Betung

	2.
	Penyangga

(4 kampung)
	Sungai Mandau
	1) Tasik Betung, 2) Bencah Umbai, 3) Lubuk Umbut,

4) Muara Bungkal

	3.
	Transisi

(33 kampung)
	Sungai Mandau
	1) Olak, 2) Lubuk Jering,
3) Muara Bungkal, 4) Muara Kelantan, 5) Teluk Lancang

	
	
	Siak
	6) Tumang, 7) Buantan Besar,

8) Langkai, 9) Merempan Hulu, 10) Rawang Air Putih,

11) Kampung Rempak,

12) Kampung dalam, 13) Suak Lanjut

	
	
	Sabak Auh
	14) Sungai Tengah, 15) Sabak Permai, 16) Bandar Sungai,

17) Belading, 18) Rempak,

19) Laksamana, 20) Selat Guntung, 21) Bandar Pedada

	
	
	Bunga Raya
	22) Jaya Pura, 23) Buantan Lestari, 24) Kemuning Muda,

25) Dayang Suri, 26) Langsat Permai, 27) Temusai, 28) Jati Baru, 29) Tuah Indrapura,

30) Suak Merambai

	
	
	Koto Gasib
	31) Rantau Panjang,

32) Buantan I, 33) Buantan II


Sumber : Draft RTRW Kabupaten Siak Tahun 2011-2031

c. Keunggulan Kawasan

Adapun keunggulan dari masing-masing zona diantaranya :

Tabel 6.3
Pemanfaatan Cagar Biosfer GSK-BB
	No
	Zona
	Pemanfaatan
	Kebijakan Pemerintah Daerah

	1.
	Inti
	Konservasi 
	SM GSK sebagai kawasan strategis lingkugan

	2.
	Penyangga 
	Melindungi zona inti
	· Sebagian besar area konsesi perusahaan

· Enclave pemukiman kampung (tasik betung, bencah umbai)

	3.
	Transisi
	Pembangunan berkelanjutan
	· Pengembangan Kota Siak Sri Indrapura

· Kawasan Bungaraya sebagai kawasan strategis Lumbung Pangan

· Kawasan Istana Siak dan sekitarnya sebagai kawasan strategis cagar budaya


Sumber : RTRW Kabupaten Siak Tahun 2011-2031
d. Progress Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Cagar Biosfer diareal  Penyangga dan Transisi
a. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman masyarakat perkotaan dan pekampungan dikawasan penyangga dan transisi

b.  Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan transisi dan penyangga

· Pembangunan rumah layak huni di 14 Kecamatan se -  Kabupaten Siak
· Usaha ekonomi kampung -  Simpan Pinjam (UED – SP)

· Kelompok Masyarakat (Pokmas), Program PNPM  Masyarakat Pekampungan, dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.
c. Peningkatan perekonomian masyarakat dikawasan transisi

· Pengembangan Kawasan pertanian di Kecamatan Bungaraya, Kecamatan Sabak Auh dan Kecamatan Sungai Mandau

· Pengembangan Kawasan perkebunan di Kecamatan Sungai Mandau dan Kecamatan Siak
d. Perlindungan dan pengaman kawasan hutan dikawasan inti penyangga dan transisi

· Pembentukan masyarakat tangggap bencana 

· Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan

· Program rehabilitasi hutan dan lahan.
e. Permasalahan dan Solusi
a. Penjelasan mengenai masing – masing Zona inti merupakan SM dan konsesi perusahaan, zona penyangga merupakan konsesi perusahaan, dan zona transisi terdiri dari konsesi perusahaan HTI dan HGU, lahan Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan kondisi:

· Rata–rata lebih dari 15% masyarakat di masing-masing kampung pada zona inti dan penyangga masih dalam kondisi miskin.

· Masih terdapat beberapa kampung yang berada kawasan hutan sehingga Pemerintah daerah sulit dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan seperti infrastruktur jalan, listrik dan air bersih, fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain–lain 

·  kondisi fisik dari Cagar Biosfer GSK-BB adalah sebagian besar lahan gambut sehingga rawan terhadap terjadinya kebakaran. 

b. Pencegahan dan pengendalian kebkaran hutan yang telah dilakukan :

· Pembentukan organisasi komando darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, serta bencana kabut asap (Pemda, Polres, Kodim 0303 Bengkalis dan Dan Ramil Siak, Kajari), dan tim satgas bridalkarhutla           (BPBD Siak)

· Pemberdayaan masyarakat kampung tanggap bencana      (67 kampung rawan bencana karhutla)

· Peningkatan sarana prasarana, dan peralatan serta SDM penanggulangan bencana kebakaran

· Diperlukannya pengukuran data batas  pada ketiga zona Cagar Biosfer GSK-BB.
Pemerintah Kabupaten Siak hanya bisa secara langsung mengelola, mengamankan, melindungi areal di zona transisi (sebagian kecil di zona penyangga), karena di zona inti merupakan kawasan SM, dan di zona penyangga merupakan kawasan HTI perusahaan, perlu diadakan koordinasi dalam pencegahan, perlindungan, pengamanan, penindakan.

d. Pengelolaan lahan di kawasan gambut, perlu mengadakan suatu evaluasi dan kajian terkait pemanfaatan lahan gambut 
e. Untuk pemanfaatan dan pengelolaan potensi gambut yang berada diwilayah Kabupaten Siak, diperlukan kajian tentang pemanfaatan Cagar Biosfer. 
2. Sumber Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan Kawasan Khusus tahun 2015 didanai dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Siak, diantaranya :

a. Pembangunan Pelabuhan Tahap II melalui dana APBN tahun 2015 senilai 65,8 miliar rupiah.
b. Pembangunan Jalan Poros Utama Lingkungan Kawasan Industri Menuju Pelabuhan melalui dan APBD Kabupaten Siak senilai   Rp. 25.514.070.000,00.
c. Pengembangan Cagar Biosfer  melalui Kegiatan Fasilitas dan Fungsi Cagar Biosfer melalui dana APBD Provinsi Riau senilai   1,8 miliar rupiah.

3. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Siak belum memiliki permasalahan yang terkait dengan pengelolaan kawasan khusus.

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Ketentraman dan ketertiban adalah salah satu modal dasar untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan sehingga memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur.
1. Bentuk Koordinasi Supervisi
Pemerintah Kabupaten Siak bertanggung jawab penuh menangani secara kontinyu menjaga ketentraman dan ketertiban umum sebagai perwujudan dari fungsi pelayanan masyarakat. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

Upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil yang tergambar pada ketentraman kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Siak sepanjang tahun 2015 yang relatif baik dan terkendali. Hal ini ditandai dengan tidak adanya gejolak atau konflik yang berbasis SARA maupun gangguan yang berujung pada  anarkisme serta tidak adanya gerakan yang mengarah pada  separatisme di mana sampai saat ini aksi aksi ataupun unjuk rasa yang disampaikan masyarakat Kabupaten Siak antara lain sebagai berikut :
1. Unjuk rasa kepemilika lahan 

2. Unjuk rasa pengadaan barang dan jasa

3. Unjuk rasa mengenai peraturan perundang undangan lainya. 
Namun demikian sebagai masyarakat yang bergerak dinamis serta munculnya kesadaran berdemokrasi dari beberapa elemen masyarakat yang belum merasa puas memilih cara unjuk rasa sebagai sarana penyampaian aspirasi yang menggangu ketentraman masyarakat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Permandagri no 6 tahun 2010
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka penanganan masalah yang mengganggu ketentraman masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan Satpol-PP tetap di back up oleh aparat kepolisian melalui Polres Siak serta bantuan dari Koramil se-Kabupaten Siak, Kejaksaan Siak  dan Pengadilan Negeri Siak untuk kasus-kasus tertentu. Namun dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, peran  Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya tidak kalah pentingnya melalui program dan kegiatan yang diarahkan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk turut aktif menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Aparatur yang mendukung tugas Satuan Polisi - Pamong Praja Kabupaten Siak sampai dengan Tahun 2015 sebanyak     288 orang terdiri dari 162 orang PNS, 114 orang Tenaga Honorer Daerah, 12 Honorer Kantor dengan perincian sebagai berikut : 
a. Pejabat struktural

Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Siak sebanyak 5 (lima) orang dengan tingkat pendidikan :

Sarjana 1 ( S-1 )
: 8 Orang

Pasca Sarjana ( S-2 )
: 5 Orang

Yang terdiri dari :

Esselon IIb

: 1 Orang

Esselon IIIb 

: 5 Orang
Esselon IVa 

: 9 Orang
b. Pelaksana / Staf

Dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan pengelolaan Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Peraturan Pelaksanaannya didukung oleh personil sebagai berikut :
Tabel 6.4

Komposisi Pelaksana Pada Satpol - PP 

Tahun 2015 Kabupaten Siak

	No.
	Tata Usaha / Bidang
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah

	
	
	S-2
	S-1
	D-3
	SMU
	SMP
	SD
	

	1.
	Kepala Satpol
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	2.
	Sekretaris
	1
	6
	-
	27
	-
	1
	35

	3.
	Kabid. Penegak. Perundang-undangan Daerah
	1
	1
	-
	5
	-
	-
	7

	4.
	Kabid Ketentraman dan Ketertiban  Umum
	2
	1
	-
	7
	-
	-
	10

	5.
	Kabid Perlindungan Masyarakat
	-
	3
	-
	3
	-
	-
	6

	6.
	Kabid Sumber Daya Aparatur
	-
	2
	-
	4
	-
	-
	6

	7.
	Anggota
	-
	11
	1
	196
	15
	4
	227

	Jumlah
	5
	24
	1
	242
	15
	5
	292


 Sumber : Kantor Satpol-PP Kabupaten Siak Tahun 2015
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
Selama tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan oleh Satpol-PP dan Kantor Kesbangpol yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, yaitu :
1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelatihan Siskamswakarsa di Daerah. Anggaran yang tersedia melalui APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar 1.343.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.239.510.000 atau mencapai 92,27 % dari yang dianggarkan.
b. Kegiatan Pelaksanaan Penegakan Perda. Anggaran yang tersedia melalui APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp.726.760.000 dengan realisasi sebesar Rp.481.850.000 atau mencapai 66,30 % dari yang dianggarkan.
5. Penanggulangan dan Kendalanya
Penanggulangan terhadap gangguan yang terjadi baik konflik bernuansa SARA maupun aksi-aksi masa seperti demo yang terjadi selama 2014 dilakukan dengan cara persuasif berupa fasilitasi pertemuan antara pihak terkait agar terjadi kesepakatan yang pada akhirnya dapat menghentikan ataupun mencegah gangguan yang terjadi lebih luas lagi.
  Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan gangguan yang terjadi antara lain :
a. Jumlah personil Satpol-PP yang masih kurang bila dibandingkan dengan luas wilayah dan dinamika penduduk 

b. Kualitas Kerjasama dan Kemampuan personil Satpol-PP masih harus ditingkatkan dengan Luas Wilayah Kabupaten Siak.... dengan 14 Kecamatan Rasio jumalah Personil Satpol PP Kabupaten Siak belum memadai 

c. Kemampuan personil Satpol-PP masih harus ditingkatkan dengan pesat perkembangan pembangunan dan Teknologi di Wilayah Kabupaten Siak, kwalitas dan kemapuan Personil yang belum memadai di mana jumlah PPNS  7 Orang di bandingkan dengan jumlah peraturan Daerah yang ada.

d. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dimana dalam melaksanakan tugas mobilisasi anggota harus di dukung dengan sarana dan prasana yang memadai di mana kondisi saat ini belum lagi dapat di katakan ideal atau lengkap. 
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kabupaten siak , Pemerintah Kabupaten Siak melalui satuan Polisi pamong Praja Kab. Siak selalun berkoordinasi dan melibatkan aparat keamanan seperti TNI / POLRI dan Satuan Polisi Pamong Praja juga di libatkan dalam kegiatan penangulangan KARLAHUT yang terjadi diwilaYAH Kabupaten Siak sejak Tahun 2013 sampai 2015.Kemudian Satuan Polisi-PP Kabupaten Siak juga dilibatkan kedalam penertiban Masyarakat Menduduki lahan Cagar Biosfir Giam Siak Kecil yang mana Kegiatan Mensosialisasikan Peraturan Tentang Perhutanan Pada Tahun 2015 dan mengikuti rapat di Polres Siak Mengenai rencana Aksi Eakuasi dan penertiban masyarakat yang menempati lahan Cagar Biosfir Giam Siak Kecil tersebut.
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